
 

                                                                                                                             
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  

 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

NOMOR 06 TAHUN 2026 

 
TENTANG  

 
PENETAPAN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,   

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan 

masyarakat yang cepat, tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran 

penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka 

dipandang perlu untuk membentuk Pengelola Pengaduan 

Pelayanan Publik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Pengelola Pengaduan 

Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

SALINAN 



 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 



 

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 444); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320)  sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 



 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 826); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 

2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan 

Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

    

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :    KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGELOLA 
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH. 

 
KESATU :  Menetapkan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok 

Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA :  Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik bertugas mengelola 

pengaduan masyarakat pada setiap Penyelenggara Pelayanan 

Publik, dengan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing 

anggota Pengelola Pengaduan: 

a. menjalankan berbagai pelayanan secara langsung kepada 

masyarakat dengan profesional dan berkualitas; 

b. menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, 

responsif, dan transparan bagi masyarakat serta 

menindaklanjuti pengaduan dengan adil dan humanis;  



 

c. menyusun, mendokumentasikan, mengelola, memelihara, 

dan menyediakan informasi publik yang dapat diakses 

dengan mudah oleh masyarakat; 

d. menyampaian laporan penerimaan konsultasi/pengaduan 

kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan 

tembusan kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

KETIGA :  Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab 

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok 

Tengah melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lombok Tengah. 

KEEMPAT :  Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11.B Tahun 

2025 tentang Penetapan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

KELIMA :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026. 

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila 

terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara 
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 
 
 
 
 
Lalu Moh Alwin Ahadi 

Ditetapkan di Praya 
pada tanggal 15 Januari 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

ttd. 

HENDRI HARLIAWAN 

 



 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
NOMOR 06 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA PENGADUAN 
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK 
TENGAH                                                       
 

PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

NO. NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. 
Hendri Harliawan, S.Pd., 
M.Si. 

Ketua KPU Kabupaten 
Lombok Tengah 

Pengarah 

2. Muhammad Jafar, S.Pd. 
Anggota KPU Kabupaten 

Lombok Tengah 
Pengarah 

3. 
Lalu Sopan Tirta Kusuma, 
S.IP., M.Si. 

Anggota KPU Kabupaten 
Lombok Tengah 

Pengarah 

4. Hadi Firmansyah, S.I.P 
Sekretaris KPU 

Kabupaten Lombok 
Tengah 

Penanggung 
Jawab 

5. Lalu M. Alwin Ahadi, 
S.Kom., M.H. 

Kasubbag Teknis 
Penyelenggaraan dan 

Hupmas 
Admin Instansi 

6. Suhardi Hari Wibowo, S.H. 
Kasubbag Hukum dan 

SDM 
Penghubung 

7. Drs. Herry Suherman 
Kasubbag Keuangan, 
Umum dan Logistik 

Penghubung 

8. 
Baiq Madihah Nurmasari, 
S.E 

Staf Pelaksana 
Unit 

Penyelenggara 
Pelayanan 

9. 
Muhamad Awanudin, S.H. Staf Pelaksana 

Unit 
Penyelenggara 

Pelayanan 

10. 
Baiq Alung Septiya 
Nirmala, S.Kom 

Staf Pelaksana 
Unit 

Penyelenggara 
Pelayanan 

     
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, 
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 
 
 
Lalu Moh Alwin Ahadi 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 
ttd. 

 
HENDRI HARLIAWAN 

    


